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ABSTRAK 

Rio Hardiansyah / 222018003 / 2022 / Pengaruh Pemahaman Peraturan 

Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan / Perpajakan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui metode survei menggunakan 

kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di kota Palembang. 

Penelitian ini menganalisis data dengan uji validitas, uji realibilitas, analisis statistik deskriptif, uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji regresi linier berganda, uji koefisien 

determinasi (R2), uji   f dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa   secara simultan 

pemahaman  peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara parsial pemahaman 

peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak bumi dan bangunan. 

 

Kata Kunci :  Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan 

Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan. 
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ABSTRACT 

Rio Hardiansyah / 222018003 / 2022 / The Effect of Understanding Tax 

Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Fiscal Services on Land 

and Building Taxpayer Compliance / Taxation 

 

The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax regulations, taxpayer 

awareness, tax sanctions and tax service services on land and building taxpayer compliance. This 

research uses quantitative research. The data used in this study is primary data collected through a 

survey method using a questionnaire. The population in this study is the taxpayer of land and 

buildings in the city of Palembang. This study analyzed the data with validity test, reliability test, 

descriptive statistical analysis, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple 

linear regression test, coefficient of determination test (R2), f test and t test. The results of this study 

indicate that simultaneously understanding of tax regulations, taxpayer awareness, tax sanctions 

and tax service services affect the compliance of land and building taxpayers. Partially 

understanding of tax regulations, awareness of taxpayers and tax sanctions affect the compliance 

of land and building taxpayers. Meanwhile, the tax service does not affect the compliance of the 

land and building tax payers. 

 

Keywords: Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Fiscus 

Service, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. 

Dana dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam ataupun dari luar 

negeri, baik dari sektor swasta ataupun sektor pemerintah. Indonesia 

mengalami berbagai masalah hampir di setiap sektor yang ada, salah satu 

masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki 

masalah tersebut pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Pajak 

dijadikan sebagai akses maupun sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan 

suatu tatanan pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Pemerintah 

berupaya meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar 

perekonomian negara bisa berjalan sebagaimana mestinya.  

Langkah  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan sektor pajak 

dimulai dari melakukan  reformasi perpajakan  secara menyeluruh  pada tahun 

1983, dan awal tahun 1984. Adanya pajak, pemerintah wajib memberikan 

imbalan kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, dengan membangun sarana 

dan prasarana kepentingan umum untuk masyarakat. Kewajiban wajib pajak 

kepada negara ialah membayar pajak, sedangkan kewajiban negara kepada 

masyarakat atas pajak ialah meningkatkan pembangunan. Pajak merupakan 

sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Fuad 

Bawazier, 2011). 
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Definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai 

sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai menopang pembiayaan 

pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Perpajakan mempunyai 

beberap peraturan yang sudah diatur didalam perundang-undangan yang 

menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua aturan pajak yang 

berlaku. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang 

menyebutkan bahwa “Pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada Negara 

oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan 

Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang 

digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik 

provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang 

penerimaan pendapatan asli daerah.  

Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tujuan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dilakukanya pemungutan oleh 

pemerintah daerah adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat 

dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. 

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak 
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Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sejak tahun 2011 Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilimpahkan melalui Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Kota yang sesuai dalam Peraturan Bersama Menteri 

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 

Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dalam Pasal 

1 ayat (37) mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan 

Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang 

digunakan utnuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah 

satu jenis pajak yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini 

diperjelas dengan diberlakukannya Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan 

diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan 

daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara 

mengoptimalkan penerimaan PBB2P adalah dengan cara meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak yang menjadi salah satu kendala yang dapat 

menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah dalam kepatuhan 

menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi oleh Negara yang menerapkan 
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sistem perpajakan. Selain masalah rendahnya tingkat pembayaran, dan 

kemudahan pembayaran pajak juga belum berjalan dengan baik. 

Tingginya tingkat penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi 

pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat 

merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan 

memudahkan DJP untuk merealisasiakn pajak yang sudah ditetapkan tersebut. 

Usaha meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak 

kendala, antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, 

sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak 

meloprkan dan membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak 

suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. 

Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga 

meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam 

membayar pajak.  

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat 

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti 

dilaksanakannya berbagai sosialisasi pemahaman perpajakan dan memberikan 

Sanksi Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah 

diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar 

memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian  wajib  pajak 

akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih 

banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan  yang  masih harus dibayar 

maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. 
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Mardiasmo (2018:1) mendefinisikan bahwa Pajak merupakan iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di 

tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa 

sekarang. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah 

penerimaan (budgetair), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melalui 

pajak pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk 

menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga 

digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi 

menunjang kemajuan suatu negara. Menyadari pentingnya peranan pajak dari 

segi penerimaan negara, maka upaya ke arah peningkatan pendapatan negara 

dari sektor pajak ini terus digiatkan. 

Siti (2017:140) menyatakan masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah 

masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara 

berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan 

keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian 

pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan 

pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib 

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatunegara. 
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Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya 

dipengaruhi oleh pemahaman mengenai perpajakan. Pemahaman perpajakan 

adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian 

pengetahuan itu untuk membayar pajak 

Fikrinigrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman peraturan 

perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah 

cara wajib pajak dalam memahami perarturan-peraturan yang telah ada. 

Pemahaman peraturan perpajakan adalah salah satu faktor potensial 

bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi 

perpajakannya. Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan 

pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana 

ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui (Santi, 

2012). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki 

presepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat 

kepatuhan pajak lebih tinggi. Dalam penelitian (Ni Putu dan Ni Luh, 2017) 

menyatakan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif secara parsial 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Ghailina dan (Teguh, 2018) yakni pemahaman perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.  

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan 

Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir  untuk 

membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 
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pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan 

disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa 

masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. 

Hal lain untuk terbentuknya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 

kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai 

pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak (Jatmiko, 2006).  

Cindy dan Yenni (2013) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh 

dari dalam adalah dari diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan pengaruh dari 

luar diantaranya adalah dari kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi. 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. 

Variabel kesadaran sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar 

pajak. 

Ada juga faktor lain terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan 

kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi 

perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, 

pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam 

Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi 

diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan 
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demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib 

pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang 

bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (Supadmi, 2010) menemukan bahwa 

persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam 

Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki 

pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. 

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala 

kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan 

petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak 

dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang 

dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). 

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar PBB. Universitas Udayanan Bali, menyatakan 

bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP 

Pratama Denpasar Timur (Aprilia dan Yaniartha, 2012) 

Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib perpajakan (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada 

KPP Pratama Bandung Karees), Fakultas Ekonomi Universitas Komputer 

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan 
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kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees  

(Anna, 2014) 

Khairina dkk (2014) dengan judul pengaruh tingkat kepuasan 

pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan 

dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi menyatakan 

bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan dan keadilan 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi 

perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

Surya dan Ery (2018) dengan judul pengaruh pemahaman peraturan 

perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa pemahaman 

peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak 

bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. 

Berikut ini merupakan data target dan realisasi wajib pajak bumi dan 

bangunan kota palembang tahun 2017-2021 yang terdaftar di badan 

pengelolaan pajak daerah kota palembang. 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

Tabel I.1 

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang Tahun 

2017-2021 

 

Tahun 

Target Realisasi 

% 
Jumlah 

WP 
RP Jumlah 

WP 

RP 

2017 300.563 180.515.238.979 245.610 166.510.289.273 92.24 

2018 322.495 186.545.292.020 124.721 162.239.621.426 86.97 

2019 399.499 258.099.520.107 98.846 232.739.747.929 90.17 

2020 412.218 357.797.180.757 348.786 246.125.218.645 68.78 

2021 411.209 320.950.143.632 119.888 246.381.099.987 76.76 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022 

Tabel I.2 

Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah 

 Per Kecamatan Tahun 2021 

 

NO Kecamatan 

WP WP Patuh WP Tidak Patuh 

Jumlah Jumlah Jumlah % 

1 Ilir barat I 41.882 14.418 27.464 65.57 

2   Ilir Barat II  9.215 2.578 6.637 72.73 

3 Gandus 21.643 18.616 3.027 13.98 

4 Sukarami 57.025 15.373 41.652 73.04 
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5 Alang-alang Lebar 38.926 10.611 28.315 72.74 

6. Jakabaring  17.049 3.614 13.886 81.44 

7. Bukit Kecil 8.511 2.766 5.745 67.50 

8. Seberang Ulu I 10.229 2.161 8.068 78.87 

9. Seberang Ulu II 16.721 4.184 12.537 74.97 

10. Plaju 11.901 2.181 9.720 81.67 

11. Ilir Timur III 14.823 8.065 6.758 45.59 

13. Sematang Borang 33.450 1.855 31.595 94.45 

14. Sako 34.989 12.477 22.512 64.34 

15. Ilir Timur II 14.279 4.402 9.877 69.17 

16. Ilir Timur I 19.114 12.154 6.960 36.41 

17. Kalidoni  30.702 8.997 21.705 70.69 

18. Kemuning 15.401 8.584 6.817 44.26 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022 

 

Dapat dilihat dari tabel I.2 di atas dari 18 wilayah kecamatan, wilayah 

Sematang Borang  masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan sehingga target yang di buat oleh pemerintah kota 

palembang tidak tercapai, penyebab tidak tercapainya realisasi pajak bumi dan 
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bangunan wilayah Sematang Borang disebabkan karena kurang  sadarnya 

masyarakat akan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, tidak 

sampainya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak, 

atau mungkin SPPT telah sampai kepada wajib pajak tetapi wajib pajak belum 

mampu untuk membayar. 

Tabel I.3 

Survei Pendahuluan 

 

NAMA HASIL WAWANCARA 

Junaidi Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib pajak 

di wilayah Sematang Borang kota palembang bahwa alasannya 

tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena  SPPT tidak 

sampai ke wajib pajak jadi mereka merasa bahwa tidak perlu 

untuk membayar pajak bumi dan bangunan. 

Khairudin Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib pajak 

di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa alasannya 

tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena kurang 

sadarnya masyarakat akan kewajiban membayar pajak bumi dan 

bangunan. 

Yusuf   Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib pajak 

di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa alasannya 

tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena belum mampu 

untuk membayar pajak bumi dan bangunan. 

Rustam   Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib  

pajak di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa 

alasannya tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena 

wajib pajak lupa membayar pajak bumi dan bangunan karena 

factor kesibukan. 

Junita  Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib  

pajak di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa 

alasannya tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena 
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kurangnya pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan 

sehingga tidak membayar pajak bumi dan bangunan. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman peraturan 

perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:    

1. Adakah Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib 

Pajak, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Bumi Dan Bangunan? 

2. Adakah  Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan? 

3. Adakah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan? 

4. Adakah Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan? 

5. Adakah Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi 

dan Bangunan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Antara lain; 
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1. Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, 

Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi 

Dan Bangunan. 

2. Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Bumi Dan Bangunan. 

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

5. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana 

penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam meningkatkan wawasan 

dibidang perpajakan. 

2. Bagi Kantor pelayanan pajak  

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

dan juga masukan yang baik berupa informasi dan pengetahuan tentang 

Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, 
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Sanksi,Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan 

Bangunan. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan 

datang. 
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